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BAB IV 

       PENUTUP 

A Simpulan 

1. Adapun peranan kepolisian dalam menangani debt collector dari 

perusahaan leasing pelaku tindak pidana Pemerasan motor yang sudah 

pernah melakukan kejahatan tindak pidana Pemerasan motor (pembegalan) 

yang terjerat pasal 368 KUHP jo pasal 365 ayat (2) KUHP dan diadili 

dengan hukuman dua belas tahun penjara, melakukan kejahatan yang 

serupa setelah mendapat remisi maka sebaiknya hukumannya harus lebih 

berat dari sebelumnya dan tidak akan mendapatkan remisi lagi untuk 

selamanya bagi para pelaku kajahatan tersebut. 

2. Ada beberapa kendala yang dihadapi  oleh Kepolisian dalam menangani 

debt collector dari Satuan Reserse Kriminal untuk mengatasi Pemerasan 

kendaraan bermotor yang dilakukan oleh  debt collector   yaitu secara 

internal  hal ini di sebabkan oleh kurangnya personil  satuan reserse 

kriminal Polresta Padang dan rendahnya kualitas personil satuan reserse 

kriminal Polresta Padang sedangkan faktor eksternal disebabkan oleh tidak 

jelasnya status anggota debt collector  serta belum ada batasan yang jelas 

mekanisme kerja debt collector  dalam menagih para nasabah. 

3. Penyelesaian 

A. Saran 

Berdasarkan pembahasan yang sudah dibahas  diatas maka dapat 

disarankan bahwa sebaiknya Kepala Polisi daerah tersebut memerintahkan dan 

memberikan ijin kepada jajarannya yang bertugas di lapangan untuk 
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menembak di tempat pelaku kejahatan pembegalan yang memang dianggap 

membahayakan masyarakat. Namun, tindakan tembak di tempat tersebut 

dilakukan jika memang pelaku dalam kondisi yang sangat membahayakan dan 

untuk menumbuhkan efek jera kepada para pelaku tindak pidana pembegalan 

yang sudah mengancam keselamatan korban. Jika pelaku tindak pidana 

Pemerasan motor yang sudah pernah melakukan kejahatan tindak pidana 

Pemerasan motor (pembegalan) yang terjerat pasal 368 KUHP jo pasal 365 

ayat (2) KUHP dan diadili dengan hukuman dua belas tahun penjara, 

melakukan kejahatan yang serupa setelah mendapat remisi maka sebaiknyan 

hukumannya harus lebih berat dari sebelumnya dan tidak akan mendapatkan 

remisi lagi untuk selamanya bagi para pelaku kajahatan tersebut. 

Sebaiknya aparat kepolisian lebih aktif dalam memberikan penyuluhan 

kepada masyarakat akan hak-haknya dan juga aparat kepolisian mewajibkan  

perusahan  pembiayaan  mengajukan permohonan pengamanan penarikan 

barang yang diajukan secara tertulis kepada Kapolda atau Kapolres tempat  

pelaksanaan penarikan barang yang ditugaskan kepada debt collector  sebelum 

melakukan penagihan agar mudah untuk menindaki apabila terjadi tindakan 

yang melanggar. Sebaiknya Debt collector mematuhi peraturan mengenai tata 

cara penagihan hutang dalam perjanjian yang telah sah disepakati agar tidak 

terjadi hal-hal yang nantinya akan merugikan kedua belah pihak. 
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